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LEMBAR/AN

NOMOR 06

KABUPATEN CIANJUR

DAER/AH

TAHUN 2006

Nzlenimbang : a.

Mengingat : 1.

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN CIANJUR
NOMOR o6 TATII.]N goo6

TENTAI{G
ORGANISASI DAI{ TATA PEMERTNTAI{AN DESA

DENGAN RAHIVTAT TUHAN YANG I\{ATIA ESA

BUPAI'I CIAI.TJUR,

bahwa Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa telah diatur
berd.asarkan Perahrran Daerah Nomor rr Tahun 2ooo dan telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor ra Seri Dz;

bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7z Tahun
?oo5 tentang Desa, organisasi dan tata pemerintahan desa
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu clitinjau kembali d,an
disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b,
perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa
dalam Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor r4 Tahun r95o tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Rerita Negara Tahun rggo Nomor 4g);

Undang-Undang Nomor 3z Tahun 2oo+ tentang Pemerintahan
Daerah (Iembaran Negara Tahun 2oo4 Nomor ra5, Tambahan
l.embamn Negara Nomor 44i]il sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
zoob tentans Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3e Tahun
2oo4 tcntang lJonrerintahan Daerah (L,embaran Negara Tahun
2oog Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nontor 4499) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2oos
(Iembaran Negara Tahun 2oo5 Nomor ro8, Tambahan Lembaran
Negara Nomor +S+B);

IJndang-Undang Nomor' 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbang.,.rn
Kcrrang,rn ant;rra Pcmerinlah Pusat clan Pemerintahan Daemh
(l.,cnrbaran Ne.gAra'l'ahnn 2oo4 Nnmor ta8,'l'ambahan lembaran
Negara Nomor ++gB);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7z Tahun 2oob tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2oob Nomor rg8, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 458ili

S. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor oz Tahun zoo6
'tcntang Perubahan Pertama atas Peratrrran Daerah Kabupaten
Cianjur Nomor oz Tahun 2oo1 tentang Tata Cara Penyusunan
Peraturan Daemh dan Penerbitan kmbaran Daerah.

b.

(:.

2.

r:).)'



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII.AN RAIffAT DAERATI IGBUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMIJTUSKAI{:

Menetapkan : PERATURAN DAEITAH TEI{IAM ORGAhIISASI DAMATA
PEIVIERII\ruAI{AN DESA.

BAB I
KBTENTUAIV I]MI,IM

Pasal r
Dalam Perahrran Daerah ini yang dimaksud dengan :

r. Daerah adalah lGbupaten Cianjur. '

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah IQbupaten Cianjur yaitu
Bupati beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan
Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Dewan Penpakilan Rakyat Daerah yang selanjutrya di.nngkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah l(abupatbn
Cianjur. 

.

S. Keeamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten.

6. Camat adalah kepala kecamatan setempat.

T. Peme,rintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
f)esa.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa d,an Perangkat Desa.

g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dising\at BPD
aclalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalanr
penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan d,esa.

10. Perangkat desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis
pelayanan dan membantu l(epala Desa sebagai unsur wilayah yang
jurnlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat.

BAB II
SUSUNAIY ORGAIIISASI

Pasal z

G) Pemerintahan d.esa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa.

(z) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.

,(g) Perangkat Desa terdiri d.ari Sekretaris Desa dan perang!<at dega
lainnya.

(+) Perangkat desa lainnya terdiri dari :



a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana unsur lapangan dan administrasi;
c. Unsurkewilayahan.

G) Jumlah pqrylgkgt d.esa disesuaikan dengan kebutuhan dan
kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(6) susunan _organisasi Pemerintah Desa rritetapkan dengan
Peraturan Desa dengan berpedoman kepada peratriran Bupatil

BAB III
TATA PEIVIERINTATIAN

Bagian Pertama
Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 3
(r) IGpala D-esa mempunyai tugas menyerenggarakan urusan

pemedntahan, pembangunan dan kemasyarakaiin.
(z) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (r),

Kepala Desa mempunyai wewenang :

F9!1ntrOin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BpD;

mengajukan rancangan Peraturan Desal

menetapkan- Peraturan Desa yang telah mendapat
persetujuan bensama BPD;

menyusun dan mengajukan rancangan peratdran Desa
gpnpenaj tuiggaran pendapatan dan-Belanja Desa untuk
dibahas dan ditetapkan bersima BpD;
membina kehidupan masyarakat desa;

mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
mewakili.desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
rnenunjuk kuasa- hukum untuk mewaliifin]a sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

h. melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundarig-
undangan. '

Hak dnn Kewajiban Kepala Desa

Bagian Kedua 
l

Pasal 4
(r) palam melaksanakan tugry dan wewenant sebagaimana

dimaksucl pada Pasal 3, Kepala Desa mempunyaikewaji6n :
a. memegang tgsotr dan mengamalkan pancasila, melaksanakan

I-Indang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
rg45 se$a mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat i
c. me;nelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. rnelaksanakan kehidupan demokrasi;

a.

b.

c.

d.

e,

ft.

(t
t:''



melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih
dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja
pemerintahan desa;

g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan pemndang-
undangan;

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang
baik;

i. melaksanakan dan mempertanggungiawabkan pengelolaan
keuangan desa;

j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosid
budaya dan adat istiadat;

n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup.

(z) 'selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (r), Kepala
Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggarasu pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan
laporan keterangan pertanggungiawaban kepada BPD serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
kepada masyarakat.

(f) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana
tlimaksud pada ayat (e) disampaikan kepada Bupati melalui
(hmat I (satu) kali dalam satu tahun.

(+) laporan keterangan pertanggungiawaban kepada BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (z) disampaikan r (satu) kali
dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

(S) Ivlenginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
.kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman
atau diinformasikan secara lisan dalam: berbagai pertemuan
masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

(6) Iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

0) laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada
Bupati melalui Carnatdan kepada BPD.

BAB TV

PIRSYARATAN CAI.ON PBRANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Sekretaris Desa

Pnsnl g

(r) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
pcmyaratan sebagai berikut :

e.



a. berpendidikan serendah-rendahnya lulusan SMA atatt
sederajat; :

b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;

c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;

cl. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan
dan di bidang perencanaan;

e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan

f. bersedia tinggal di desa yang bersanglutan.

(e) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksutl pada ayat (r) diang[at
oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, setelah dikonsultasikan
terlebih dahulu dengan Kepala Desa iang bersangkutan.

Bagi&n Kedua

Perangkat Desa Lainnya
Pnsst 6

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa
bersangkutan sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang
memenuhipercyaratan :

a. bertaqwa kepada TdhanYang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia serta Pemerintah;

c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah LanjutAn Tlngkat
Pertama dan atau sederajat;

d. berusia paling rendah eo (dua puluh) tahun dan paling tings
6o (enam puluh) tahun;

e. penduduk d.esa setempat;

fl tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan
clengan hukuman paling singkat S Qima) tahun;

g. ticlak tlicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. ,memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

(1) perangkat Desa seba*.,*;:TTrksud.pada,Pasal zayat (s) dan
(+) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya.

(e) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa bertanggung-
jawab kepada Kepala Desa.

(S) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud
pada Pasal z ayat (+) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



BAB \/
MEKAI\ilsME pEMILIT{AN DAN ATAIT pENeAlveicalen

CALON PERANCKAT DESA I,AINI{YA
Posal 8

G) Pencalonan perangkat desa lainnya diajukan oleh Kepala Desa
unhrk mendapat pertimbangan dari BPD dengan ililengkapi
pemyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan
Daerah ini.

(z) Setelah mendaplt pertimlangan dari BPD, calon perangkat desa
lainnya yan1 telah dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan,
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal g

(r) Apabila calon perangkat desa lainnya lebih dari r (satu) orang
d.an berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka perlu
diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Kepata
Desr.

(e) Hasil ujian saringan sebagaimana dimaksud pada ayat G)
diajukan kepada BPD untuk mendapat persehrjuan, selanjutrya
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
BI1RAKH IRI TA JABATAI$ PERANGI(AT DESA I,AINI{YA

Pasal ro
(t) Perangkat desa lainnya berhenti karena :

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendirii
e. diberhentikan.

(z) Perangkat desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (r) hurufc karena :

a. berakhir masa jabatannya dan telah r dilantik pejabat yang
. barui '

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-tgrut selama 6 (enam)
bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa lainnya;

d. melanggar larangan bagi perangkat desa lainnya.

(ll Dnlarn hal jabatnn perangkat clesa sebagaimann dimaksud pnda
ayat (t) dan (e), maka Kepala Desa menunjuk seseorang penjabat
dari perangkat desa dan selambat-lambatnya dalam waktu 6
(enam) bulan harus sudah dilaksanakan pemilihan dan atau
pengangkatan.

Pasal rr
Perangkat desa lainnya dalam menjalankan tugas, wewenang dan
kewajibannya harus bersikap netal dan tidak memihak serta tetap
berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.



BAB VII
I,ARANGAN RAGI PET{ANGKAT DESA LAINNYA

Pasal re
Perangkat Desa lainnya dilarang :

a. melanggarpersyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6;

b. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau
martabat negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan nrasyarakatl

c. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang
menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan negara,
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat
d.esa;

d: menlalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang,
melakukan penyelewengan dan bertindak di luar ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
perundang-untlangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat-
istiadatyang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

. Pasnl 13

Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksudpada
Pasal rz dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan pemndang-
undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEIVIBERTIENTIAN PET{ANGKAT DESA I,AINI{YA

Pasal 14

G) Perangkat desa lainnya yang menjadi tersangka dalam suatu
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 Qima) tahun atau lebih berdasarkan putusan
pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, atas
usul BPD dapat diberhentikan sementara.

(z) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (r)
ditetapkan dengan Keputus'an K6pala Desa.

(l) Selama perangkat desa lainnya dikenakan pemberhentian
sementara, maka Kepala Desa menunjuk penjabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ro ayat (3).

Pnsnl rg
(r) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa atas persehrjuan BPD
mencabut . Keputrsan Pemberhentian Sementara yang
bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang
bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

(z) Kepala Desa memberhentikan peranglat desa lainnya atas usul
BPD apabila dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

. kekuatan hukumtetap.



Pnsnl 16

Aplbila- berdasarkan putusan pengadilan Tingkat pe$ama terbukti
melakukan perbuatan y_ang ditudrihkan sedangkan perangkat desa
hlnny.r yang bersangkutan 

_ melakukan upaya liandirig, maka
selambrt-'lannbatnya : (satu) tahun sejak putrrsin-tingkat peri;ma dan
lpya baqdil8 dimaksud belum selmai, trGpala Desiatas pemetujuan
BPD rnemberhentikan yang bersangkutan. -

BAB TX

KEDUDUKAI\T KEUAIYGAIiI

Pasal 17

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap
bulan dan atau tunjangan lainnya sesuii dengan kemampuai
keuangan desa.

Pasal 18

(r) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa terdiri dari :

T[njangan jabatan;
Banhran dari pemerintah atasan;
Honor kegiatan.

(z)' Besarnya_penghasilan letop dan atau tunjangan lainnya yang

{iterima Ke_pala Desa dan perangkat Desa paling sediriit iami
dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.-

Pnsal 19

Badan. P-ermqsyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan d.esa diberikan hrnjangan sesuai kemampuan t<euangan
desa.

Pasnl ao
Penentran- penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang
diberikan kgnadq Kep-ala DuF" dan Perangkat-Dda serta trinjairga;
yang diberikan kepada _Badan Permusyawaratan Desa diteiap[an
berdasarkan 

-mrrsyawarah desa dan dicantumkan dalam Angfaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X
HUBT]NGAN KBTI,IA

Pnsal zt
(r) KeJrala Desa clcngan Pcrangkat Desa dalam melaksanakan

tuggsnya qajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan desa.

(z) Kepala Desa tlengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur
penyelenggara pemeri ntahan desa.

a.
b.
c.



BAB XI
KBTTNTUAI{ PBRALIHAN

Pasal aa

(r) Perangkat Desa yang ditetapkan berdasarkan Undang-Und.ang
Nomor 22 Tahrrn t999, tetap melaksanakan tugas sampai
terbentuknya Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(z) Pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksudpada P,asal

5 ayat (r) akatr cliatur kemudian dengan belpecloman kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(g) Dalam hal Sekretaris Desa yang bukan PNS, berlaku ketenfiratt
sebagaimana tercantum d,alam Peraturan Daerah ini sepanjang
ticlak diatur dalarn ketentuan lain.

BAB XII
KETEIVTUAT.I PENUTUP

Pasal a3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perahrran Daelah
Nomor 6 Tahun 2ooo tcntang'firta Cam Pemilihan dan Pengangkatan
Perangkat Desa, dan'Peraturan Daerah Nomor rr Tahun 2ooo tentang
llcdoman Organisasi Pemerintah Desa, dinyatakan dicabut da;-tidak
berlaku.

Pnsnl e4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sr:panjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal ztr

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratrrran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Ciadur
pada tanggal ze Agustus aoo6

BUPATI CIAI.{JUR

Cap/ftd.

't'.Ir:l'.r lir' MIlcHx'AIt sol.,nH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal ze Agustus 2006

S}iKruTD\ItI S DAIIITAI I,

NIF,48o o6r oee

I,LIMIJT\ITAN DT\BRAFI KABI]PATEN CIA}{JUIT NOMOR O6I'AFIUN ZOO6 SERI D.


